
Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Desa 

Berkelanjutan 

Pembangunan desa berkelanjutan adalah konsep strategis yang mengintegrasikan pembangunan 

ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. 

Desa sebagai unit terkecil pemerintahan memiliki peran penting dalam mendukung 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, implementasi kebijakan di tingkat desa harus dirancang 

dengan matang agar dapat menjawab berbagai tantangan yang ada, sekaligus membuka peluang 

untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Latar Belakang Kebijakan Publik dalam Pembangunan Desa 

Kebijakan publik lahir sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Dalam konteks desa, kebijakan ini diarahkan untuk memberikan solusi bagi ketimpangan 

pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Desa seringkali mengalami kesenjangan 

dalam hal akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Hal ini 

diperparah oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. 

Sejalan dengan tujuan global pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 

(SDGs), Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan 

kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri. Kebijakan ini 

bertujuan mendorong desa untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu mengelola 

potensi lokal secara optimal. 

Menurut pendapat Thomas Dye (1984), kebijakan publik adalah “apa yang pemerintah pilih 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Dalam hal ini, keberhasilan kebijakan pembangunan desa 

sangat bergantung pada bagaimana pemerintah desa memilih program prioritas yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik untuk Desa Berkelanjutan 

Kebijakan pembangunan desa memiliki berbagai tujuan yang saling berkaitan, antara lain: 



1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan akses terhadap 

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang memadai. 

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga 

masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan. 

3. Melindungi dan melestarikan lingkungan desa melalui program pengelolaan sumber 

daya alam yang berkelanjutan. 

4. Mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, baik dalam hal pembangunan 

ekonomi maupun kualitas hidup masyarakat. 

Fungsi utama kebijakan publik adalah sebagai instrumen regulasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Kebijakan ini mengatur tata kelola desa, memastikan distribusi sumber daya yang adil, serta 

menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Regulasi Kebijakan Skala Desa 

Regulasi yang mendasari implementasi kebijakan pembangunan desa mencakup berbagai 

peraturan yang memberikan kewenangan dan arahan kepada desa. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum 

bagi desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan potensi dan 

kebutuhan lokal. 

2. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 mengatur prioritas penggunaan dana 

desa, yang mencakup pengembangan ekonomi desa, pengelolaan lingkungan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 menegaskan peran desa dalam 

pencapaian SDGs, yang meliputi pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas 

pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi desa untuk mengelola sumber daya 

mereka, sekaligus memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan prinsip 

keberlanjutan. 

Analisis Kebijakan dalam Implementasi Pembangunan Desa 



Implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa memerlukan analisis mendalam untuk 

memastikan efektivitasnya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi: 

1. Aspek Sosial: Apakah kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat desa, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia? 

2. Aspek Ekonomi: Apakah kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat 

desa melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)? 

3. Aspek Lingkungan: Apakah kebijakan ini mendorong praktik-praktik ramah lingkungan 

seperti penghijauan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam? 

4. Aspek Hukum dan Administrasi: Apakah kebijakan ini memiliki dasar hukum yang 

kuat dan dikelola dengan transparansi serta akuntabilitas? 

Indikator Kebijakan Publik 

Keberhasilan kebijakan publik di tingkat desa dapat diukur melalui berbagai indikator, antara 

lain: 

 Indikator Ekonomi: Peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan angka 

kemiskinan, dan pertumbuhan UMKM di desa. 

 Indikator Sosial: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, akses 

terhadap layanan dasar, dan pengurangan ketimpangan sosial. 

 Indikator Lingkungan: Penurunan tingkat deforestasi, pengelolaan air bersih, dan 

peningkatan kualitas tanah dan udara. 

 Indikator Administratif: Tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta 

kemampuan pemerintah desa dalam menyusun laporan yang akuntabel. 

Kegagalan Kebijakan Publik dan Dampaknya 

Namun, tidak semua kebijakan dapat berjalan sesuai rencana. Beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan kegagalan kebijakan publik di tingkat desa antara lain: 

1. Minimnya Partisipasi Masyarakat: Kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan 

masyarakat seringkali tidak relevan dengan kebutuhan lokal. 



2. Pengelolaan Dana yang Buruk: Penyalahgunaan dana desa atau alokasi yang tidak tepat 

dapat menghambat implementasi program. 

3. Kurangnya Kapasitas SDM: Aparatur desa yang kurang kompeten dapat menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. 

4. Tidak Relevan dengan Kondisi Lokal: Kebijakan yang tidak sesuai dengan 

karakteristik dan potensi desa akan sulit diimplementasikan. 

Kegagalan kebijakan dapat berdampak negatif, seperti meningkatnya ketimpangan sosial, 

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, hingga kerusakan lingkungan yang 

lebih parah. 

Dampak Kebijakan Publik yang Berhasil 

Sebaliknya, kebijakan yang berhasil dapat memberikan dampak positif yang signifikan, seperti: 

 Peningkatan Kesejahteraan: Masyarakat desa mendapatkan akses yang lebih baik 

terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. 

 Pemberdayaan Masyarakat: Adanya program pelatihan dan pemberdayaan yang 

meningkatkan kapasitas warga desa. 

 Kelestarian Lingkungan: Implementasi kebijakan yang mendukung konservasi sumber 

daya alam dan pengelolaan lingkungan yang baik. 

Dasar Hukum dan Pendapat Para Ahli 

Penerapan kebijakan publik dalam pembangunan desa berkelanjutan tidak lepas dari dasar 

hukum yang kuat dan pandangan para ahli. 

 Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berbagai 

peraturan menteri dan pemerintah yang mendukung otonomi desa. 

 Pendapat Ahli: Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan 

bergantung pada komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, 

dan struktur birokrasi yang mendukung. 

Kesimpulan 



Implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa berkelanjutan adalah langkah strategis 

untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan ramah lingkungan. Dengan 

melibatkan masyarakat secara aktif, memanfaatkan potensi lokal, dan mengelola sumber daya 

secara transparan, desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang 

berkelanjutan. Kebijakan publik yang berhasil tidak hanya membawa manfaat langsung bagi 

masyarakat desa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi generasi mendatang. 
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